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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR..7...TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEiAN]A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat (4) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati
Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Tahun Anggaran
2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
5037/X1/Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nowmor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); «
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16.

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun
1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Pepublik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peratwran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); .
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29.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesit Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576); - :

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang DPelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
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38.

39.

40.

41,

42,

45,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000
Nomor 4 Seri A Nomor 3);

Peraturatn Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu  Utara
Tahun 2000 Nomeor 8 Seri C Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten ‘Luwu
Utara Tahun 2000 Nomeor 10 Seri B Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000
tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5); ;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwnu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11); -

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001
Nomeor 7);
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Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001
tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001
tentang Refribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001
tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu

Utara {Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor
80); :

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001
tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor
81);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001
tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun. 2001
tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2001 Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor (01 Tahun. 2003
tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten
Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003
Nomor 02); '

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003
tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan
Penumpémg dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003
tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Anci
Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor
05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2004 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004

tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2004 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);
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Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004

tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2004 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran
Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun
2005 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2005 Nomor 04); )

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
UtaraTahun 2005 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005
tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06); '

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahur; 2005
Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2005 Nomor 7};

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun: 2005
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2005 Nomor 11); :
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun' 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2007 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2007
tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2007 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008
tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2008
tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 173);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 174);

Peraturan Daer ah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 177);
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75.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); -

76. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);

77, Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu’ Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

78.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan. Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

79. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kera Dinas Kabupaten Luwu Utara
{(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

80. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun: 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor
182); :

81. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun' 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

® Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwwu Utara Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);

82. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tuwu Utara
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI LUWU UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN
2009
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagat berikut.

1. Pendapatan Rp. 451.510,381.000,00
2. Belanja Rp. 493.273.104.368,00
(defisit) Rp. (41.762.723.368,00)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 43.336.748.368,00
b. Pengeluaran Rp. 1.574.025.000,00
Jurmnlah Pembiayaan neto Rp. 41.762.723.368,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 18.831.293.200,00
b. Dana Perimbangan Rp. 410.811.832.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 21.867.255.800,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah Rp. 2.956.665.000,00
b. Retribusi daerah Rp. 8.472.369.500,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Rp. 593.884.700,00
d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 6.808.374.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan
a. Dana bagi hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 36.202.672.000,00
b. Dana alokasi umum Rp. 325.503.160.000,00
¢. Dana alokasi khusus Rp. 49.106.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat D
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah Rp. 474.662.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Rp. 9.329.111.000,00
Dan Pemerintah daerah lainnya
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 2.202.708.000,00
d. Bantuan keuangan dari propinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya Rp. 9.360.774.800,00
e. Sumbangan Pihak Ketiga Rp.  500.000.000,00
Pasal 3
(1) Buan}a Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 te;rdm dari :
q.. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 235.817.379.138,00
b. Belanja Belanja Langsung Rp. 257.455.725.230,00
(2 Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 203.773.622.000,00
b. Belanja bunga Rp. 06,00

c. Belanja Subsidi Rp. 00,00

d. Belanja Hibah Rp. 3.370.000.000,00
e." " Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.489.110.520,00
f.  Belanja Bagi Hasil Rp.  553.419.550,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 23.631.227.068,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b terdiri dari

@

(3)

jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 30.586.701.125,00
b. Belanja belanja barang danjasa  Rp. 119.007.170.615,00
¢.  Belanja modal Rp. 107.861.853.490,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp. 43.336.748.368,00
b. Pengeluaran Rp. 1.574.025.000,00
Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan : “
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 43.176.748.368,00
b. Pencairan dana cadangan Rp. 00,00 :
c. Hasil penjualan kekayaan daerah Rp. 00,00

yang dipisahkan
d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 00,00
¢. Penerimaan kembali pemberian Rp.  160.000.000,00
f.  pinjaman
g. Penerimaan piutang daerah Rp. 00,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan Rp. 00,00
b. Penyertaan modal (investasi) Rp.  500.000.000,00
pemerintah daerah

¢. Pembayaran pokok utang Rp.  74.025.060,00

d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 00,00

e. Dana Bergulir Rp. 1.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam' pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

© Mo

11.

12,
13.

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD;

Lampiran IT1 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerahdan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Kevangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII  Daftar Penyertaam Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar TPerkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XII ~ Daftar Dana Cadangan;

Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
~ pada tanggal, 31 Desember 2008

kS

Diundangkan di Masamba
gal;:31 Desember 2008

CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 17

Halama Perda Hal. 10
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KABUPATEN LUWU UTARA

EWAN PERWAKILAN RAKYAT 'F‘/\PM.\/\W'

ALAMAT & Jalan Jenderal Sudiviman Mo, | MASAMBA T (0473) 21158

KEPUTUSAN
FREC ‘WA“ BRIV ARELAN BAKYAT DARRAM
AﬁN}ﬂ"Aﬂ BN LUWE UPARA
N
NOMOR 0 26 TARHUN 2008

TENTAMNG

TAHUN ANGGARAN 2609 KABUPATEN LUWU UTARA
PRNGAN RAHMAT TUNAN “ix’/‘ﬁMu BEALTA ESA

DIEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DARRAL
WABUPATEM LUWL UTARA

SETILTUAM PENIETAPAN PEMBUNTUKAN PERATURAN DAERAL
T ??“F/\:.PAA’ ANGGARAN PENDAPATAN RAN BELAMNIA DAERAN

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 1Jacrab Kabupalen bows Hinm
Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Poraturan Pacih nesi
ketentann Pusal 3 ayvat (2) Perataran Pemcerintab Nomor 105 Tahvs 24G7

b, bebwa untuk memenuhi maksud (orscbut pada potat a diaing poce

ditctaphan dengan Keputusan DERD Kabupatea Duwu D,

I, Undang-Unadang  Nomor 13 Tabun 1999 (eniang

Pembenitban

Kabupaten dasrah Tingkal 1l Luwu Utara (Lembavan Megara Tanun 1994
Naitor 47, Tambahan Lembacan Negara Tabun 1999 Nonmei 3325},

2. Undang ~ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevonpan  Megara
(Lemburan Negara R Tahun 2003 Nomer 47);
B
i, Undang ~ Undang Nomor 22 ‘Tabun 2003 tenfang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permuosyawaratan Rokyat, Dewan Perwakiian Rakowot,
Dewan Porwakilon Dacrah dan Dewan  Perwakifan Raokyat Dacrah
(Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 92, Tembahan Leishares Meypara

Tahun 2003 Nomor 43100

4. Undang-Undang Nomor 0f Tahon 2004 teptang Perberndaliiim Mepai {

embaran Negare &I Nomaor 4355,

5. Undang-tindang Nomor {6 Tahun 2004 tenlang Pembentukan Fersivni

Porundang-tindongan (Lombacan Negara RE Vahun 2004 Momer “3):

4. Undang, — Undang Nomor 32 Vahun 2004 teatang Pemcrintaban Dol
(Lembaran Negara RE Tahun 2004 Nomer 125, Tambohan Lamb run

Negaras Nomor 4437);

7. Urdane-Undang Nomor 33 Tabun 2004 icnfang, Poritmbangan b ouangan

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dierah (Lembaran qua E",E h

[S PN

7004 MNomer 72, Uambahan Lerebaran Negara Nomor 3848
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Maomperhatikan

Menctapkan

b3

9.

10.

14.

[3.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan
Pemerinlah dan Kewenangan Propinsi sehagai dacrah Otonom: (Lembaran
Negara R1 {ahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negarn Nawor
3952); :

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 {entang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Ducrab (Lembaran Negasa Bl Tehun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Momor 4022);

r

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pmjaman Daeral
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambuhan [embaran
MNegara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 (enlong  Tata Carn
Pertanggung jawaban Kepala Dacrah (Lembaran Negara RY Tahug 2000
Namor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027),

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacral (Lembaran Negara
R Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4028),

. Peraturan Pemcrintah Nomwor 65 Tahun 2001 entang  Pajaic. Dacrab

(Lembaran Negara R] Tabun 2001 Nomor 119, Tambahar embaran
Negara Nomor 4139); '

- Peratyran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang  Kedudukar

Protokoler dan Keuangun Pimpinan dan Apggolta DPRD  (j.emburan
Negara RI Tahun 2005), :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teatang  Pengelolsan
Kevangan Dacrah (Lemburan Negara RI Tahun 2005 Nomer 140,
Tambahon Lembaran Negaru Nomor 4578);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tontong
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacral. '

Pendapat Akbhir Fraksi-lraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripainz
Dewan langgal 31 Desember 2008,

MEMUTUSKADN

Keputugan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah  Kabupaten Luwu Uitars afas
Persetujuan Penctapan Pembentukan Peraturan Daerah (eolang Anggaras
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupalen Luwy
Ulara.

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ducrah tahun Anggaran 2007 schaga

berikut:
I. Pendapatan Rp. 451.510.381.000,00.
2. Belanja Rp. 493.273.104.368,00.
Drofisit Rp. (41762, 725.368,50)
3. Pembiayaan

a. Pencrimaan Rp. 43.336.748.308,00.
b, Pengeluaran Rp.  1.574.025.000.00. :
Pembisyaan Meiie Ryp. 48.762.7T23.365,0K.
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Pasal 2

() Ringkasan Pendapatan dan Belanja Dacrah dimaksud pada Pasal |
scbagaimana pada lampiran | Keputusan ini. ‘

{(2) Rekapitulasi Belanja satuan Kerja sesual Hasil Pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kab. Luwu Utara Tabun Anggaran 2009
sebagaimana lampiran 11 Keputusan ini. }

Pasal 3

Keputusan inl berlaku untuk Tahun Anggaran 2009,

Setiap perlakuan  pelaksanaan Peraturan Daerah  tentang APRD  iahun

Anggaran 2009 Kabupaten Luwu Utara scbagaimana forcintumn  dajam

Keputusan ini agar lembusannya disampaikan pula kepada DPRID Kabupaien
Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tangpal 31 Desember 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT JIDA_iEEZ_{z_-*:xE-H
KABUPATEN LUWU UFTARA
WAKEL KIEETUA,

DRS. ., MAUFUDR YUNUS, MM,
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PEMEHINTAH PROP!NS! SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jaian Jandera! Urp Sumoharfo Nomor 289 - Tolepon 453050

MAKASSAH 902&1

NOMOR ‘5037/}{1'[/ TAHUN 2008
TENTANG '

-_._m_ i ——

"KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH. KABUPATEN LUwWU -
UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN E’.ELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA

. Menimbang

%

Mengingat

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, :

‘4. balwa Ranc_angan _'Peraturan. Daérah Kabupaten Luwu Utara

tentang  Anggarin  DPendapatan  dun  Belenja Daerah

‘Fahun

Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara
tentang Penjabaran “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun. Anggaran 20U9, perlu dievaluasi agar tidek bertentangan
- dengan kepentmgan Umam, peraturan pcmndang-m:dangan yang

lebih tmggs dan Peratumn Daerah lainnya; -

b. bahwa' berdisarkan perumbangan sebagaimana d1maksud pada

. hurut a diatas, perlu menctapkan Keputusan Gubernur  Sulawesi
Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

- Luwy Utara tentang Anggaran Pcndapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 dan Rancangan DPeraturan Bapuli Luwi Utara
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran.2009;

. - 1, Undang-lindang Republik Indonsnm Momsr 29 Tu.huu 1959
tentang Pembentukan Daecrah-dasrah Tingkal I di Sulawesi
{Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tarmbahan Lembaran Megara Republik hdunesta Nomor 1822); '

2. Undang-Undang Republik Indonesia” Nomor 12 Tahun 1985 .
tentang Pajak Bumi'dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Yahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana ‘telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonestan Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 18 Talun 1997
tentang Pajak Daérah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) . sebagainiana telah
diubah'dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehim 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembalan Negara Republik Tndonesia Nomor 4048);

Perda Hal. 14
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2! Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Tndonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tzhun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomior 4286);

Undang-Undang Republik Indonesiz Nomor 22 Tahun 2003
tentang  Busunan dan  Kedudukan Majelis  Permusyawuralun
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyot Doorch (Lombaran Mogara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Republik Tndonesia Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Mogara Ropublik Indonesin Tohun 2004 MNomor £3, Tombalan
Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400); -

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tabun 2004

11

12.

bendaig Poanmindaban Tamal {Lendsaan Wegan Repuihllk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambehan Lembaran Negara

Republit Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah . -

dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Wegars Kepublik tndonesia lahun Z0U> Nomor 1U¥,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Peraturan Pernerintoh Ropublik Indoncsia Nomar 109 Taliua 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

. Peraturan Pemerintali Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘da Hal.
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Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negwra Republik
Indonesia Nomor 4139);

15, Peraturas: Pemerintab Republik Indoncsia Nomor 24 Tabun 2004
tentanpg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nowsw §0, Taunbalu Laitbarss Ne gara Depubiliv. Indanngin
Nomar 4416), sehagaimana ielah divbah dan terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubshan
Fetigo Atas Pernturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangar Pimpimun dan Anggole .
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tawbaliay Lombaian MHegaria Republih Indencsia Momor
4712y,

16. Peraturan Pemerinlalt Republik ludonesia Noimor 54 Tahun 2005
tenteng Pinjaman Daeraly (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indozle.sia Nomor 4574);

17. Pecaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Penerintab Republik Indonesia Nomeor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahuu 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4587),

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
{ndonesia Nomor 4592),

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggarasn Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Dasrab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Lapotan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Moaian 19, Ternbabaw Luinbaaa }Jcsata chubﬂh Luduuesla
Nomor 46933,

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tehun 2003

5 1entang Pednman Pelaksanaan Pengardaan Rarang dan Yaca [notanai -
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Perda Hal., 16



| P BIRO-KEUANGEAN FAX NO. :B411442978 15 Jan., 20@9 12:56PM P

B

4

Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keenam Atag Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksansan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintak;

. 23. Poraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala

Dacrah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belarja
Daerah;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaen Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional; '

23, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman DNenyusunan Auggaan Pondapatan dan Belanju Ducrah
Tahun Angpatan 7008

26, Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anpgaran 2009;

WIEMULVUSKAN:

Mengtaphkan

KESATU :  Evaluasi Rancangon Peraturan Dacrah Kabupaten Luwn Utara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan
Rangangsn Peratiran  Rupati Town Lltwa  tentang  Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Tahun Anggaran 2009
adalah sebagai berikut : '

. PENDAPATAN:

. Setiap penganggaran pendapatan yang dituangkan dalem
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicantumkan dasar
hukum penganggarannya, hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negert * Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan
penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah, yang ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD memual penjelasan,
khusus yang berkaitan dengan penganggaran pendapatan agar
mernuat penjelasan yang mencakup dasar hulourn.

2. Pos Sekretariat Daerah didatamnya terdapat penganggaran :

a. Hasi] Pengeloluun Kekaysan Daersh yang dipisahkan
yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daeral/ BUMD dianggarkan sebesar
Rp.300.000.000,-

b. Lain lain Pendapatan Asli Daorah Yang Sub, yaitu @

- Pelepasan Hak Atas Tanah dianggarkan sesbesar
Rp.31.000.000,-

- Penerimaan  Jasa  (Giro  dlanggarkan  ssbesar
Rp.1.760.000.000,-

Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar
Rp.1.200.000,000,-

- Tuntutan Ganii Kerugian Daerah.(YGR) dianggarkan
sebesar Rp, 100.000.000,-

- Dana Alokasi Umwm  dianggarkan  sebesar
Rp.303.617.720.000,-

- Dana Alokasi Khusus dianggarkan  sebesar
Rp.56.360.000.000,-

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Bagi Hasil dari
Penyisihan PBB untuk desa dianggarkan sebesar
Rp.1.285.000.000,-

Sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomior 59 Tahun
2007 temtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
menegaskan - hahwa  Pajak  Dacrah, Hasil  Penpalnlaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah yang ditransfer langsung ke Kas
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sab dianggerkan pade SKPKD. Sehubungan dengan
ite, maka pengangparan tersebut diatas agar dialihkan pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. :

3. Pos Dinas Pengelolaan Kevangan Daerah, terdapat Lain-lain
pendapatan daerah yang sgh, didalamnya terdapat Dana
Darurat yang dianggarkan sebesar Rp, 4.500,000.000,- belum
jelas dasar hukum peruntukannya, Berdasarkan Pasal 79 Ayat
(23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sehapaimana telah diubal dengan Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomoar 89 Tabun 2007, ditegaskan hahwa
Penganggaran penerimuan dan pengeluaran APBD harus
memiliki dasar hukum penganggaran. Schubungan dengan
ity, maka penganggaran penerimaan terscbut di atas agar

N
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dijelaskan  dasar  hukum  penganggarannya  dan
perontukannye,

BELANJA :

i

Setiap  penganggaran  belanja  yang ditwangkan dalam
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dav Belanja Daerah agar dicantumkan lokasi
kegiatan, Hal tersebut sesuai dengan ketemtuan Pagal 102
\ Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 ‘lahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kevangan Daerah, yang ditegaskan bahwa Rancangan
Peraturan Kepala Daersh tentang Penjabaran APBD memuat
penjelasan, khusus yang berkaitan dengan penganggaran
belanja agar memuat penjelasan mencakup lokasi kegiatan.

Tunjangan Fungsional Umum yang disnggarkan pada Obyek
Gaji  dan Tuenjangan Pegawai pada Kode Rekening
xxxxx.5.1.1.01.05 agar divbah nomenklaturnya menjadi
Tunjangan Umum. Hal tersebut sesual dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20086,

Pada pos Sekrgtaviat Daerah terdapat jenis belanja yang
dmnggarkan pada belanja tidak langsuug, yaitu

. Belanja Hibah diangparkan sebesar Rp.3.160.000.000,-

- RBelanja  Bantuan  Sosial  dianggarkan  sebesar
Rp.4.470.412.771,-

- Belanja Bagi Hasil kepada ProvinsitKabupaten/. Kota dan
Pemerintah Nesa dipngparkan snhesar Rp 45?7 779 800~

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintahen Desa dianggarkan sebesar
Rp.22.214.054.848,-

- Belanja Tidak  Terduga  dianggarkan sebesar

Rp.500.000.000,-

Berdasarkan pengamatan tim evaluasi APBD Kabupaten/
Kota Provinsi Sulawesi selatan, bahwa pengangparan bolanja
tersebut di atas, ternyata ada pada belanja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Sehubungan dengan itu, maka
penganggaran tersebut di atas agar dialihkan pada program
dan kegiatan yang diprioritaskan atau dihapus dalam
penganggaran.

Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengpandaan, namun pads setiap kegiatan di
masing-masing SKPD terdapat juga Belanja Alat Tulis
Kantor dan Relanja Rarang Cetakan dan Penggandagn yeng
merupakean Rincian Obyek Belanja, vaitu :

Perda Hal,
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a. Pada Dinas Pendidikan, Olalraga dan Pemuda terdapat
kegiatan : ‘

- Penyediaan alat tulis kantor dianégarkan sebesar
Rp.80.000.000,- |

~ Penyedisan berang cetakan dan penggandaan
dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,-

b. Pada Dinas Kesehatan terdapat kepiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-

¢. Pada Rumah Sakit Umum Daerah tepdaoat kegiatan ;

» Pconyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp,75.000,000,-

- Penyedinan Barang Cetakan dan Penggandaan
diangparkan sebesar Rp. 50.000.000,-

d. Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kegiatan
- Penycdiaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar

Rp.30.000.000,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandasn
\ dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
e. Badan Perencanasn Pembangunan Daerah terdapat
kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan secbesar
Rp.45.000.000,

- Penyedizan Barvang ‘Cetakan  dan Penggandaan
dianggarkan scbesar Rp.30.000.000,-

f. Pada Dinas Perhubungan terdapat kegiatan :

- Penyediaan Alst Tulis Kantor dianggarkan scbesar
Rp.45.000.000,

- Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,-

g. Pada Kantor Lingkungan Hidup terdapat kegiatan :

~ Penyediaan Alar Tulls Kantor dianggarkan sebesar
Rp.25.000.000,-

- Penyediaan Barang Cewkan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,-

h. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat
kegiatan :

- Tenyediaan Alat Tulis Kantor disnggarkan sebesar
Rp.45.014.000,-

- Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan scbesar Rp.45,014.000,-

Perda Hal. 20 _
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Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan terdapat kepiatan : ;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30,203.200,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.48.139.500,-

Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terdapat kegiatan ;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Ry.30.000,000,-

- Peayediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

Pada Kantor Latihan Kerja terdapat kegiatan :

- Ponyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.20.000.000;-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000, '

Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
terdapat kegiatan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,~

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat terdapat kepiatan

- Penyedican Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

Pada Sekretariat Daerah terdapat kepiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sehesar:

Rp.95.000.000,-

- Penyedisan DBarang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.20.200.000,-

. Pada Seckretarian Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

terdapat kegiatan

- Penyedisan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

Pada [nspektorat Kabupaten terdapat kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp 35 O00.000,

Perda Hal.
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q- Pada Dinas Pengelol

kegistan aan Keuangap Daersh terdapat

- Penyediaan Alar Tulis .
RP-SS.OOO.OOO,? Tulis Kantor dianggarkan sebesar

- Penyediaan Baran .
; g Cetakan dan P
dianggarkan sebesar Rp. 175,000,000, Lo

r. Pada Bad . X _
i(egiatfn&; an Kepegawaian Dacrah dan Dikiat terdapat

Penyediaan Alat Tulis Kantor dian arkan seb
Rp.30.000.000,- ggarkan sebesar

» Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp.30,000.000,-
s. Pada Satuan Polisi vPamong Praja terdapat kegiatan

- Penyediaan Alat Tulis Xantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Danyedizan  Larasg  tahun  dau  pouggandaas
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-

t. Pada Badan Ketahanan Pangan dan  Pelaksans
Penyuluhan terdapat kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan
disnggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
u. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa terdapat kegiatan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.30.000.000,-

- Penyedinan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
v. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan
Pariwisata terdapat kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor diapggerkan sebesar
Rp.40.000,000,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan s¢beser Rp.35.000.000,-

"~ w. Pada Kantor Perpustaksan dan Arsip Dzerah terdapat

kegiatan ;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan scbesar
Rp.30.600.000,-

4 Perda Hal. 22
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- Pfanyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-

X. Pada Dinas Pertanian terdapat kegiatan -

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar
Rp.40.000.000,- '

- P::nyediaan Berang Cetakan dan  Penggandaan
dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-

y- Pada Dinas Kehutanan dan  Perkebunan terdapat
kegiatan :

- . Penyediaan Alat Tufis Kantor dianggarkan sebesar
v Rp.40.000.000,-

- Penyedisan Barang Cetakan dan Penggéndaan
dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tenjamin
konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya
mmpang  Hadih  dalam  penganggaran.  Ager  kematan
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakean dan Penggandaan  tersebut  diubah
nomenklsturnya dengan menyeouaikan Tupolei Pengsioln/
penanggung jawab kegiatan tersebut.

4. Terdapat beberapa SKPD vyang menganggarkan suatu
kegiatan, namun belum secara cermart dalam mengalokasikan
Jenis Belanjo/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan,
yaitu

a. Pada Dinas Pendidikan terdapat Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersiban Kantor, jenis belanjanya adalah Belanja
Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap dianggarkan
sebesar Rp.6.000.000,-

b, Pada Sekretariat Daerah terdapat kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/ Operasional, jenis belanjenya adalah
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor diangparkan
sebesar Rp. 257.339.000,~

c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jenis belanjanya
adalah Honorarium Tenaga AL/ Instrulchur/ Narasumber
dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,-

Sehubungan. dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan
penyesuaian nomenklatur kegiatan atau  Yenls Belanja/
Rincian Obyek Belanja, agar tidak menyulitkan dalam
Penyusunan Laporan Keuangan dimasa akan datang,

5. Terdapat SKPD yang menganggarkan suatu kegiatan namun
tidak mencantumkan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja
vang dibutuhkan, bahkan anggaran yang tidak ada
kegiatannya yaitu :

- . PerdaHal. 23
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a. R‘umah Sakit Umum Daerah A. Jernma Masamba,
didalamnya terdapat kegiatan ;

- Kegiatan Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan
Perundang-undangan, kelompok belanjanyn adalah
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar
Rp.50.000.000,- namun tidak jelas peruntukanhya
terhadap Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang
dibutuhkan,

- RKegiatan Peningkatm Mum Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit, kelompok belanjanya adaleh Belanja
Barang dan  Jasa dianggarkan sebesar
Rp.1.554.269.600,- namun tidak mencantumkan Jenis
Belanja/ Rincian Ojek Belunju yang dibutuhkan.

b, Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan
Pariwisata, terdapat Belanja Pegawai dianggarkan sebesar
R 72.000.000,- namun tidak ada jenis kegiatannya

Sehubungan dengan itu, maka penganggaran yang tidak jelas
peruntukannya tersebut diatas, agar dialihkan untuk
membiayai kegiatan-kegaitan  yang  lehih  prinritas
bermanfaat kepada masyarakat,

TII. PEMBIAYAAN:

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan belum mencantumkan
dasar hukum dan Sumber Penerimaan Pembiayaan. demikian
juga terhadap Pengeluaran Pembiayaan belum mencantumkan
tujuan Pengeluaran Pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negerl
Nomor 5% Tahun 2007, yang merupskan penyempurnasn
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan
bahwa Rancangpn Peraturan Kepala Dacroh tentang Ponjabaran
APBD khusus yang berkaitan dengan penganggaran pembiayaan

agar memuat perjelasan mencekup dasar hukum dan Sumber

Penerimaan  Pembisysan untuk Kclompok  Penerimaan
Pembiayaan, dan tujuan Pengeluaran Pembiayaan untuk
Kelompok Pengeluaran Pombiayaan.

Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lowu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Uarz Tabun Anggaran 2009 dan Rancangan
Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Ksbupaten Luwu Utara Tahun
Angparan 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling
larnbat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti penetapan Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwue Utara Tahun
Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan

Perda Hal,
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Peraturan Bypgrs
Upati Luwy 1
Pendapat , Yo Utara tentang peps
gga}:ax ag s Belanju Daerah Kabupgten eﬁ:bafan Anggaran
1 009 menjadi P eraturan Bupan‘ wi Utarg Tahu.n

g:g:;:gzg:;an dan pelaksanaan An
Do Kabgna:\nngaran 2009 yapg ditetapkan dengan Peratursn
Belagin Do ph ch-l uwy Ltara tentang Anggaran Pendagatan dan
Sela d‘r aBra ?dbupatenl[.uwu Utara Tehun Anggaran 2009 dan
pot an Bupat Luv'm Utara  tentang Penjabaran Anggaran
ndapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2009, sah apabi A
_ , 8 pebila memenu
Penimdang-undangan yasg buslak., hi ketentuan Peratura?.

gRaran Pendapatan dan Belanja

KELIMA , S . .
LIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan dan apabila -

d.ikemudian han terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimanu mestinya. ’

Ditetapkan di Makassar ‘
pada tanggal 130 Desember 2008;

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAFRAH,

H, A. MUAL hg sﬂm:*{

Pangkat : Peigbina Utama
ML T LY 083 008

Tembusan :

R RS

Bapak Menteri Dalam Negeri R, sebagai laporan, di Jukarta;.

Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;

[nspeknu Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Bupati Luwu Utara di Masamba;

Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;,

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;

Fepala Biro Hulum dan Orgenisasi Setda Provingi Sulawosi Selatan, di Malassar;

UNTUK TIBU SURIANI ( BIDANG ANGGARAN ) LUWU UTARA

5

- Perda Hal.
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LampiranI  Peraturan Daerah
Nomor : 17 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009

URAIAN JUMLAH
2 3
PENDAPATAN N 451.510.381.000,00

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.831,293.200,00

11 Pendapatan Pajak Daerah 2.956.665.000,00
wl.2 Hasil Retribust Daerah 8.472.369.500,00
L1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 593.884.700,90
L1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah 6.808,374.000,00
02 DANA PERIMBANGAN 410.811.832.000,00
L2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.202.672.000,00

4.2 Dana Alokasi Umum 325.503.160.000,00

.2.3 Dang Alokasi Khusus 49.106.000.000,00

.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21,867.255.800,00

3.1 Pendapatan Hibah 474.662.000,00
1 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya $.329,111,000,00

.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2,202.708,000,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 9.360.774.800,00
3.6 Sumbangan pihak ke It 500.000.000,00

BELANJA 493.273.104.368,00
i1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 233.817.379.138,00

1.1 Belanja Pegawai 203,773.622.000,00

1.4 Belania Hibah 3,370.000.000,00

1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.489.110.520,00

.1.6 Belanja Bagi Hasll kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa " 553.419,550,00

1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 23,631.227.068,00

Desa -

1.8 Belanja Tidak Terduga o 1000000300,00
L2 BELANJALANGSUNG 257.455.725.230,00
2.1 Belanja Pegawai 30.586.701,125,00
l 2.2 EYlanja Barang dan Jasa 119.007.170.615,00
1.2.3 Belanja Modal 107.861.853.480,00
|

SURPLUS [ {DEFISIT) (41.762.723.368,00)
PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 43336748368,00

11 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43,176.748.368,00

1.5 Penerimaan kempali Pembertan Pinjgman 4 160000(}00,{)0

.2 PENGFLUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15740250{)0,00

2.2 Penyertaan Modal (Investasi} Pemerintah Daerah 500.000.000,00

.2.3 Pembayaran Pokok Utang 74.025.000,00

2.5 Pinjaman Dana Bergulir, 1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

41.762.723.368,00

0,00

:.Masamba, 31 Desember 2008
o BUPATI

Perda Hal. 26




Ltampiran1  Peraturan Daerah
Nomor : 17 Tahun 2008

Tanggal : 31 Desember 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009

URAIAN JUMLAH
2 3
PENDAPATAN A 451.510.381.000,00
L1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.831.293.200,00
1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.956.665.000,00
1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.472.369.500,00
L1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 593.884.700,60
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Szh 6.808.374.0G0,60
2 DANA PERIMBANGAN 410.811.832.000,00
2.1 Bagi Hasi} Pajak/Bagi Hasit Bukan Pajak 36.202.672.000,00
2.2 Dana Alokasi Umum X 325.503.160.000,00
2.3 Dana Alokasi Khusus 49.106.000.000,00
.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21.867.255.800,00
.31 Pendapatan Hibah 474.662.000,00
.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dart Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9,329.111.000,00
.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2.202.708.000,00
.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnyza 9,360.774.800,00
3.6 Sumbangan pihak ke 11 500.000.000,00
BELANJA 493.273.104.368,00
! BELANJA TIDAK LANGSUNG B 235:817@79.1;3&,00
1.1 Belanja Pegawai 203{.:?73.622.000,00
1.4 Belanja Hibah 3.370.000.000,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.489.110.520,00
1.6 Bejania Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ' 553.419,550,00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 23.631.227.068,00
! Desa _
L1.8 Belanjs Tidak Terdwga 1.000.0(_)9,000590
L2 BELANJA LANGSUNG 257455?25230,00
L2.1 Belanja Pegawai 30.586.701.125,00
2.2 &riania Barang dan Jasa 119.007.170.615,00
2.3 Belanja Modat 107.861.853.490,00
SURPLUS / (DEFISIT) (41.762.723.368,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
! PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH » 43336748368,00
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.176.748.368,00
1.5 Penerimaan kembali Pembertan Pifa@an | 160.000.000,00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAR _ 1574025000,{]0
2.2 Penyertaan Moda! (Investast) Pemerintah Daerah 500.0C0.000,00
£2.3 Pernbayaran Pokok Utang 74.025.000,00
1.2.5 Pinjaman ana Bergulir, 1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETYO 41,762.723.368,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
-..;.Masarpba, 31 Desember 2008
. BUPATI
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